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Abstrak 

 

Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan 

korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian 

ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang 

penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan 

proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang 

menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan 

perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Korban, Impunitas, Kegagalan Perlindungan, Novel Baswedan, Sistem 

Hukum, Korupsi, Trauma Psikologis, Masyarakat. 

 

Abstract 

 

The failure of legal protection for witnesses and victims in Indonesia, particularly in cases involving corruption and 

violence, has created significant impacts on the legal system and society. This study analyzes the effects of the failure 

of legal protection, focusing on the case of Novel Baswedan, a senior investigator of the Corruption Eradication 

Commission (KPK) who became a victim of an attack. This failure has led to a lack of public trust in the legal system, 

an increase in crime rates, psychological trauma for witnesses and victims, and hindrances to the law enforcement 

process. Additionally, the social and cultural impacts that arise can create norms that perceive crime as acceptable. 

This study also provides recommendations for improving legal protection, including raising public awareness and 

reforming law enforcement institutions. 

 

Keyword : Legal Protection, Witnesses, Victims, Impunity, Failure of Protection, Novel Baswedan, Legal System, 

Corruption, Psychological Trauma, Society. 

 

 

PENDAHULUAN 
Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk 

memastikan keadilan dan integritas proses hukum. Di Indonesia, tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif 

kepada saksi dan korban semakin meningkat, terutama dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan korupsi, kejahatan 

terorganisir, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai tidak hanya 

berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan 

institusi penegak hukum. 

Kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi sorotan publik dan 

mencerminkan berbagai kelemahan dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Pada tahun 2017, Novel 

diserang dengan air keras setelah terlibat dalam penyidikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Serangan 

ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik yang serius, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalangan saksi dan korban 

lainnya yang mungkin ingin memberikan keterangan dalam kasus-kasus serupa. Kejadian ini menunjukkan bahwa 

meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban, implementasinya masih jauh dari harapan. 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam perlindungan saksi dan korban adalah kurangnya 

langkah-langkah preventif yang diambil oleh pihak berwenang. Banyak saksi dan korban merasa tidak aman untuk 

memberikan keterangan karena khawatir akan adanya ancaman atau intimidasi dari pelaku kejahatan. Dalam banyak 

kasus, saksi yang berani melapor justru menjadi target balas dendam, yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau 
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keselamatan mereka. Hal ini menciptakan siklus ketakutan yang menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi 

partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan. 

Selain itu, sistem hukum di Indonesia sering kali dianggap lemah dan tidak transparan. Proses hukum yang lambat 

dan berbelit-belit membuat saksi dan korban merasa frustrasi dan tidak percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. 

Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh adanya praktik korupsi di dalam institusi penegak hukum, yang sering kali 

mengabaikan perlindungan saksi dan korban demi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, saksi dan korban merasa 

bahwa suara mereka tidak didengar, dan hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik. 

Dampak dari kegagalan perlindungan ini sangat luas. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun, dan 

masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan institusi penegak hukum untuk melindungi mereka. Hal ini dapat 

mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum, yang pada gilirannya menghambat upaya 

pemberantasan kejahatan. Selain itu, risiko bagi saksi dan korban yang tidak terlindungi dapat mengakibatkan hilangnya 

bukti yang krusial dan menghambat proses peradilan. 

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai kegagalan sistem 

hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada saksi dan korban, dengan fokus pada studi kasus Novel 

Baswedan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan saksi dan 

korban di Indonesia, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat 

dipulihkan. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kegagalan 

perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus Novel Baswedan. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk saksi, korban, praktisi hukum, dan 

anggota lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen, seperti laporan resmi, 

artikel berita, dan publikasi akademis yang relevan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai isu perlindungan 

hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema 

yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang 

lebih dalam mengenai dampak dari kegagalan perlindungan hukum, serta untuk memberikan rekomendasi yang 

konstruktif bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, di mana informasi 

dari berbagai narasumber dibandingkan dan diverifikasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Konteks Kasus Novel Baswedan 

Kasus Novel Baswedan adalah salah satu peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah penegakan hukum di 

Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Novel Baswedan, yang menjabat sebagai penyidik 

senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi target serangan pada 11 April 2017, ketika ia disiram dengan 

air keras oleh dua orang tidak dikenal. Serangan ini terjadi setelah Novel terlibat dalam penyidikan sejumlah kasus korupsi 

yang melibatkan pejabat tinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. 

 

a. Latar Belakang Kasus 

Novel Baswedan dikenal sebagai sosok yang berani dan gigih dalam memberantas korusi di Indonesia. Ia terlibat 

dalam berbagai kasus besar, termasuk kasus korupsi yang melibatkan Bansos dan e-KTP, yang melibatkan banyak pejabat 

negara. Keterlibatannya dalam kasus-kasus ini membuatnya menjadi target bagi mereka yang merasa terancam oleh upaya 

pemberantasan korupsi. Serangan terhadap Novel bukan hanya serangan fisik, tetapi juga merupakan serangan terhadap 

integritas lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

Novel Baswedan memiliki rekam jejak yang panjang dalam penegakan hukum, dan ia dikenal sebagai penyidik yang 

tidak takut menghadapi risiko. Sebelum serangan tersebut, ia telah menerima ancaman dan intimidasi, yang menunjukkan 

bahwa ia berada dalam posisi yang berbahaya. Keterlibatannya dalam kasus-kasus besar dan sensitif membuatnya menjadi 

figur yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadikannya target bagi mereka yang ingin 

menghentikan langkahnya. 

 

b. Dampak Serangan 

Serangan terhadap Novel Baswedan memiliki dampak yang luas, baik secara pribadi bagi Novel maupun bagi 

masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Secara pribadi, Novel mengalami luka serius yang mengakibatkan kerusakan 
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permanen pada penglihatannya. Namun, dampak yang lebih luas adalah munculnya ketakutan di kalangan saksi dan 

korban lainnya. Banyak yang merasa bahwa memberikan keterangan dalam kasus-kasus korupsi dapat berakibat fatal 

bagi keselamatan mereka. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan yang menghambat partisipasi 

masyarakat dalam proses hukum. 

 

Dampak psikologis dari serangan ini juga tidak dapat diabaikan. Novel, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang 

berani dan percaya diri, kini harus menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Ketidakpastian mengenai masa depannya 

dan rasa kehilangan terhadap kemampuan fisiknya dapat memengaruhi motivasinya dalam melanjutkan tugasnya sebagai 

penyidik. Selain itu, serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan bagi para penyidik dan pegawai KPK 

lainnya, yang mungkin merasa terancam untuk melanjutkan pekerjaan mereka. 

c. Reaksi Publik dan Media 

Serangan ini memicu reaksi luas dari masyarakat dan media. Banyak pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia, 

organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, mengecam serangan tersebut dan menuntut perlindungan yang lebih 

baik bagi saksi dan korban. Media massa meliput kasus ini secara intensif, menyoroti kelemahan dalam sistem 

perlindungan saksi dan korban yang ada. Reaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya 

perlindungan bagi mereka yang berani melawan kejahatan, terutama dalam konteks korupsi yang merugikan negara. 

Media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membangkitkan kesadaran publik tentang kasus 

ini. Hashtag dan kampanye online muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap Novel dan penolakan terhadap kekerasan 

yang dialaminya. Reaksi ini menciptakan tekanan pada pemerintah dan institusi penegak hukum untuk mengambil 

tindakan yang lebih tegas dalam melindungi saksi dan korban, serta untuk mengusut tuntas kasus serangan terhadap 

Novel. 

d. Kelemahan Sistem Perlindungan 

Kasus Novel Baswedan juga mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan saksi dan korban di 

Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi, implementasinya sering kali tidak memadai. 

Banyak saksi dan korban yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka, dan langkah-langkah 

perlindungan yang seharusnya diambil oleh pihak berwenang sering kali tidak dilaksanakan. Dalam kasus Novel, 

meskipun ia adalah seorang penyidik KPK, perlindungan yang seharusnya diberikan tidak memadai, menunjukkan bahwa 

bahkan mereka yang berada di dalam sistem hukum pun tidak kebal terhadap ancaman. 

 

2. Kegagalan Perlindungan Hukum 

Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus Novel Baswedan, 

mencerminkan berbagai kelemahan struktural dan sistemik dalam sistem peradilan pidana. Meskipun ada kerangka 

hukum yang mengatur perlindungan saksi dan korban, implementasinya sering kali tidak efektif, yang mengakibatkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan penegakan hukum. 

a. Kurangnya Implementasi Undang-Undang 

Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

banyak aspek dari undang-undang ini yang tidak diimplementasikan secara efektif. Salah satu masalah utama adalah 

kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Banyak individu yang tidak 

mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dan ketika mereka melapor, mereka sering 

kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pihak berwenang. 

Dalam kasus Novel Baswedan, meskipun ia adalah seorang penyidik senior di KPK, perlindungan yang seharusnya 

diberikan tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan mereka yang berada di dalam sistem hukum pun tidak 

kebal terhadap ancaman. Kegagalan untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada Novel mencerminkan 

kelemahan dalam mekanisme perlindungan yang ada, yang seharusnya dapat diakses oleh semua saksi dan korban, 

terlepas dari status mereka. 

b. Ketidakpastian dan Ketidakjelasan Prosedur 

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kegagalan perlindungan hukum adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan 

prosedur yang harus diikuti oleh saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan. Banyak saksi merasa bingung 

tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri mereka, dan sering kali mereka tidak mendapatkan 

informasi yang jelas dari pihak berwenang. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan saksi merasa terisolasi dan tidak 

berdaya, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan mereka untuk melapor atau memberikan keterangan. 

Dalam konteks kasus Novel, ketidakpastian ini menjadi lebih mencolok. Meskipun Novel adalah seorang penyidik 

yang berpengalaman, ia tetap menjadi korban serangan yang brutal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan 

yang ada tidak mampu memberikan rasa aman, bahkan bagi mereka yang seharusnya dilindungi oleh sistem tersebut. 

c. Rendahnya Kepercayaan Terhadap Institusi Penegak Hukum 

Kegagalan perlindungan hukum juga berakar dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak 

hukum. Banyak orang merasa bahwa institusi hukum tidak mampu melindungi mereka dari ancaman, terutama ketika 
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berhadapan dengan pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ketidakpercayaan ini diperparah oleh 

kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. 

Dalam kasus Novel Baswedan, serangan terhadapnya tidak hanya menjadi serangan pribadi, tetapi juga mencerminkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK dan institusi hukum lainnya. Banyak yang merasa bahwa serangan ini adalah 

bagian dari upaya untuk melemahkan KPK dan menghentikan upaya pemberantasan korupsi. Ketidakpercayaan ini 

menciptakan siklus di mana saksi dan korban merasa tidak aman untuk melapor, yang pada gilirannya menghambat proses 

penegakan hukum. 

d. Kurangnya Dukungan Psikologis dan Sosial 

Selain aspek hukum, perlindungan saksi dan korban juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial yang memadai. 

Banyak saksi dan korban yang mengalami trauma akibat pengalaman mereka, dan tanpa dukungan yang tepat, mereka 

mungkin merasa tidak mampu untuk melanjutkan hidup mereka atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam 

proses hukum. 

Dalam kasus Novel, serangan yang dialaminya tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis 

yang mendalam. Dukungan psikologis yang memadai sangat penting untuk membantu saksi dan korban mengatasi trauma 

dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun, sering kali dukungan ini tidak tersedia, dan saksi serta korban merasa 

terabaikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. 

3. Sistem Hukum yang Lemah 

Sistem hukum yang lemah di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalan 

perlindungan hukum bagi saksi dan korban, termasuk dalam kasus Novel Baswedan. Kelemahan ini mencakup berbagai 

aspek, mulai dari struktur institusi hukum, proses penegakan hukum, hingga budaya hukum yang ada di masyarakat. 

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem hukum yang lemah dalam konteks 

perlindungan saksi dan korban. 

a. Struktur Institusi Hukum yang Tidak Efektif 

Salah satu masalah utama dalam sistem hukum Indonesia adalah struktur institusi yang tidak efektif. Banyak lembaga 

penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, sering kali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personel 

maupun anggaran. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan yang 

mendalam dan memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban. 

Dalam kasus Novel Baswedan, meskipun KPK memiliki reputasi sebagai lembaga yang berkomitmen untuk 

memberantas korupsi, serangan terhadap Novel menunjukkan bahwa lembaga ini juga menghadapi tantangan dalam 

melindungi anggotanya. Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan yang memadai mencerminkan kelemahan 

dalam struktur institusi hukum yang ada, yang seharusnya dapat berfungsi secara sinergis untuk melindungi individu yang 

berani melawan kejahatan. 

b. Proses Penegakan Hukum yang Lambat dan Tidak Transparan 

Proses penegakan hukum di Indonesia sering kali lambat dan tidak transparan. Banyak kasus yang terhambat oleh 

birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan praktik korupsi yang merajalela. Hal ini menciptakan 

ketidakpastian bagi saksi dan korban, yang mungkin merasa bahwa melapor tidak akan membawa hasil yang diharapkan. 

Dalam konteks kasus Novel, proses penyelidikan terhadap serangan yang dialaminya mengalami banyak kendala. 

Masyarakat merasa frustrasi dengan lambatnya perkembangan kasus dan kurangnya transparansi dalam proses hukum. 

Ketidakpastian ini dapat membuat saksi dan korban merasa tidak aman dan enggan untuk memberikan keterangan, yang 

pada gilirannya menghambat upaya penegakan hukum. 

c. Budaya Hukum yang Tidak Mendukung 

Budaya hukum di Indonesia juga berkontribusi pada lemahnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Dalam 

banyak kasus, ada stigma sosial terhadap mereka yang melapor atau memberikan keterangan dalam kasus-kasus hukum, 

terutama yang berkaitan dengan korupsi. Masyarakat sering kali melihat saksi dan korban sebagai orang yang 

"membongkar" atau "mengkhianati" rekan-rekan mereka, yang dapat mengakibatkan intimidasi dan ancaman terhadap 

keselamatan mereka. 

Budaya ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari masyarakat dan institusi. Dalam kasus Novel, meskipun banyak 

yang mengecam serangan tersebut, masih ada segmen masyarakat yang meragukan integritas KPK dan beranggapan 

bahwa tindakan Novel adalah bagian dari agenda politik tertentu. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang tidak 

kondusif bagi saksi dan korban untuk melapor dan berpartisipasi dalam proses hukum. 

d. Keterbatasan dalam Perlindungan Saksi 

Sistem perlindungan saksi di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun ada undang-undang yang mengatur 

perlindungan saksi, implementasinya sering kali tidak memadai. Banyak saksi yang tidak mendapatkan informasi yang 

cukup mengenai hak-hak mereka, dan langkah-langkah perlindungan yang seharusnya diambil oleh pihak berwenang 

sering kali tidak dilaksanakan. 

Dalam kasus Novel, meskipun ia adalah seorang penyidik senior di KPK, perlindungan yang seharusnya diberikan 

tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan mereka yang berada di dalam sistem hukum pun tidak kebal terhadap 
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ancaman. Kegagalan untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada Novel mencerminkan kelemahan dalam 

mekanisme perlindungan yang ada, yang seharusnya dapat diakses oleh semua saksi dan korban, terlepas dari status 

mereka. 

e. Rekomendasi untuk Memperkuat Sistem Hukum 

Untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan perlindungan bagi saksi dan korban, beberapa langkah yang 

dapat diambil meliputi: 

Reformasi Institusi Hukum: Meningkatkan kapasitas dan sumber daya lembaga penegak hukum agar dapat berfungsi 

secara efektif dalam melindungi saksi dan korban. 

Peningkatan Transparansi Proses Hukum: Mendorong transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum 

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. 

4. Impunity bagi Pelaku Kejahatan 

Impunity, atau ketidakberdayaan hukum bagi pelaku kejahatan, merupakan salah satu isu serius dalam konteks 

penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan terhadap individu 

yang berani melawan kejahatan. Dalam konteks kasus Novel Baswedan, impunity bagi pelaku kejahatan menjadi salah 

satu faktor yang memperburuk situasi perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Berikut adalah beberapa poin penting 

yang menjelaskan lebih lanjut mengenai impunity bagi pelaku kejahatan. 

a. Definisi Impunity 

Impunity merujuk pada situasi di mana pelaku kejahatan tidak dihadapkan pada konsekuensi hukum atas tindakan 

mereka. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk lemahnya sistem hukum, korupsi dalam institusi penegak 

hukum, atau bahkan dukungan politik bagi pelaku kejahatan. Ketika impunity terjadi, masyarakat kehilangan kepercayaan 

terhadap sistem hukum dan merasa bahwa keadilan tidak dapat dicapai. 

Dalam kasus Novel Baswedan, impunity terlihat jelas ketika pelaku serangan terhadapnya belum juga ditangkap atau 

diadili. Meskipun ada banyak tekanan dari masyarakat dan media untuk mengusut tuntas kasus ini, lambatnya proses 

penyelidikan menciptakan kesan bahwa pelaku dapat bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. 

b. Dampak Impunity terhadap Penegakan Hukum 

Impunity bagi pelaku kejahatan memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap penegakan hukum secara 

keseluruhan. Ketika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka tidak akan dihukum, mereka akan lebih cenderung untuk 

melakukan tindakan kriminal, termasuk intimidasi terhadap saksi dan korban. Hal ini menciptakan lingkungan di mana 

kejahatan dapat berkembang tanpa adanya rasa takut akan penegakan hukum. 

Dalam konteks kasus Novel, impunity dapat mengakibatkan efek jera yang negatif bagi saksi dan korban lainnya. Jika 

mereka melihat bahwa pelaku kejahatan tidak dihukum, mereka mungkin merasa bahwa melapor atau memberikan 

keterangan tidak ada gunanya. Ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan memperburuk situasi 

korupsi di Indonesia. 

c. Keterkaitan dengan Korupsi 

Impunity sering kali berkaitan erat dengan korupsi dalam institusi penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum 

terlibat dalam praktik korupsi, mereka mungkin tidak akan melakukan penyelidikan yang mendalam atau menindaklanjuti 

kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Hal ini menciptakan situasi di 

mana pelaku kejahatan merasa terlindungi dan tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. 

Dalam kasus Novel Baswedan, banyak yang berpendapat bahwa serangan terhadapnya mungkin melibatkan individu- 

individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sehingga menyebabkan lambatnya proses penyelidikan. 

Ketidakmampuan untuk menindak pelaku yang memiliki koneksi politik atau ekonomi dapat memperkuat budaya 

impunity di Indonesia. 

d. Pengaruh Terhadap Masyarakat 

Impunity bagi pelaku kejahatan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Ketika masyarakat 

melihat bahwa pelaku kejahatan tidak dihukum, mereka mungkin merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan terhadap 

sistem hukum. Hal ini dapat mengarah pada apatisme sosial, di mana masyarakat merasa bahwa tidak ada gunanya 

melapor atau berpartisipasi dalam proses hukum. 

Dalam konteks kasus Novel, serangan terhadapnya tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga 

menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat yang ingin melawan korupsi. Ketidakpastian mengenai perlindungan 

hukum dapat membuat individu merasa terisolasi dan tidak berdaya, yang pada gilirannya menghambat upaya 

pemberantasan korupsi. 

e. Rekomendasi untuk Mengatasi Impunity 

Untuk mengatasi masalah impunity bagi pelaku kejahatan, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 

Reformasi Sistem Hukum: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum untuk memastikan 

bahwa pelaku kejahatan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai. 

Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai kepada aparat 

penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang efektif dan menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan. 
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Perlindungan bagi Saksi dan Korban: Membangun sistem perlindungan yang lebih kuat bagi saksi dan korban untuk 

mendorong mereka melapor dan memberikan keterangan tanpa rasa takut akan ancaman. 

5. Dampak Kegagalan Perlindungan Hukum 

Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, seperti yang terlihat dalam kasus Novel Baswedan, memiliki 

dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem hukum 

secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kegagalan perlindungan hukum: 

a. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum 

Salah satu dampak paling signifikan dari kegagalan perlindungan hukum adalah munculnya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika saksi dan korban merasa bahwa mereka tidak dilindungi, mereka cenderung 

kehilangan kepercayaan pada institusi penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk melapor 

atau berpartisipasi dalam proses hukum, yang pada gilirannya menghambat upaya penegakan hukum dan pemberantasan 

kejahatan. 

Dalam konteks kasus Novel, ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan yang memadai menciptakan persepsi 

bahwa sistem hukum tidak mampu melindungi individu yang berani melawan kejahatan. Ketidakpercayaan ini dapat 

menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, mengakibatkan apatisme dan ketidakpedulian terhadap isu-isu hukum dan 

keadilan. 

b. Meningkatnya Angka Kejahatan 

Kegagalan perlindungan hukum dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kejahatan, terutama kejahatan yang 

ditujukan kepada saksi dan korban. Ketika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau bahwa saksi 

tidak akan mendapatkan perlindungan, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini 

menciptakan lingkungan di mana kejahatan dapat berkembang tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi. 

Dalam kasus Novel, serangan terhadapnya tidak hanya merupakan serangan pribadi, tetapi juga merupakan pesan 

kepada masyarakat bahwa melawan kejahatan, terutama korupsi, dapat berakibat fatal. Ketidakamanan ini dapat membuat 

individu lain enggan untuk melapor atau memberikan keterangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka 

kejahatan. 

c. Trauma Psikologis bagi Saksi dan Korban 

Kegagalan perlindungan hukum juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi saksi dan korban. 

Ketika individu merasa terancam dan tidak dilindungi, mereka dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Trauma 

ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental mereka, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan 

hubungan sosial mereka. 

Dalam konteks kasus Novel, serangan yang dialaminya tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga dampak 

psikologis yang mendalam. Tanpa dukungan yang memadai, saksi dan korban dapat merasa terisolasi dan tidak berdaya, 

yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. 

d. Penghambatan Proses Penegakan Hukum 

Kegagalan perlindungan hukum dapat menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika saksi dan 

korban merasa tidak aman untuk melapor, mereka mungkin memilih untuk tidak memberikan keterangan atau menarik 

diri dari proses hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan, 

sehingga menghambat upaya penegakan hukum. 

Dalam kasus Novel, lambatnya proses penyelidikan dan kurangnya partisipasi dari saksi dapat mengakibatkan 

ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku. Ini menciptakan siklus di mana kejahatan tidak terungkap 

dan pelaku tidak diadili, yang pada gilirannya memperburuk situasi perlindungan hukum. 

e. Dampak Sosial dan Budaya 

Kegagalan perlindungan hukum juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Ketika masyarakat melihat 

bahwa pelaku kejahatan tidak dihukum, mereka mungkin mulai menganggap bahwa kejahatan adalah hal yang wajar dan 

dapat diterima. Hal ini dapat mengubah norma sosial dan menciptakan budaya di mana kejahatan dianggap sebagai cara 

yang sah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam konteks kasus Novel, serangan terhadapnya dapat dilihat sebagai sinyal bahwa melawan kejahatan, terutama 

korupsi, dapat berakibat fatal. Ini dapat menciptakan budaya ketakutan di mana individu merasa tidak aman untuk 

berbicara atau melawan ketidakadilan. 

https://jurnal.padangtekno.com/index.php/ju


Jurnal Dunia Ilmu Hukum 
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 10-16 

  DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.467   

WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum 

Page - 16  CC Attribution-ShareAlike 4.0 License. 

E-ISSN : 2987-6001 

KESIMPULAN 
Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus Novel 

Baswedan, menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem hukum dan penegakan hukum di negara ini. Dampak 

dari kegagalan ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara 

keseluruhan dan integritas sistem hukum itu sendiri. 

Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum: Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan yang memadai 

kepada saksi dan korban menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi hukum. Masyarakat menjadi 

enggan untuk melapor atau berpartisipasi dalam proses hukum, yang pada gilirannya menghambat upaya pemberantasan 

kejahatan. 

Peningkatan Angka Kejahatan: Ketika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka tidak akan dihukum, mereka akan lebih 

cenderung untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan dapat berkembang 

tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi. 

Trauma Psikologis: Saksi dan korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dapat mengalami trauma 

psikologis yang berkepanjangan. Stres, kecemasan, dan depresi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, serta 

hubungan sosial yang ada. 

Penghambatan Proses Penegakan Hukum: Kegagalan perlindungan hukum dapat menghambat proses penegakan 

hukum, di mana saksi dan korban mungkin memilih untuk tidak memberikan keterangan atau menarik diri dari proses 

hukum. Hal ini mengakibatkan kurangnya bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan. 

Dampak Sosial dan Budaya: Kegagalan perlindungan hukum dapat menciptakan norma sosial yang menganggap 

kejahatan sebagai hal yang wajar. Ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap keadilan dan hukum, serta 

menciptakan budaya ketakutan yang menghambat partisipasi aktif dalam penegakan hukum. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat 

tentang hak-hak mereka, reformasi institusi penegak hukum, dan penguatan mekanisme perlindungan bagi saksi dan 

korban. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan, dan upaya 

pemberantasan kejahatan dapat dilakukan secara efektif. 
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